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1 | Meningkatnya | Persentase a. Definisi Operasional Indikator Wakil Ketua Laporan
pelaksanaan jumlah Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi Tindak Lanjut
pengawasan rekomendasi hasil  pengawasan internal dan  eksternal yang Hasil
kinerja aparat | hasil ditindaklanjuti. Pemeriksaan
peradilan pengawasan
secara optimal | yang b. Formula Perhitungan
d1t1ndak1an_]ut1 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti x 1009
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal
Catatan:
1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang
ditindaklanjuti adalah hasil rekomendasi pengawasan
bidang yang ditindaklanjuti pada aplikasi e-binwas.
2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang

ditindaklanjuti adalah hasil rekomendasi pengawasan
daerah yang ditindaklanjuti pada aplikasi e-binwas dan
hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung / BPKP, atau BPK.
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. Periode

. Satuan yang Digunakan

Persentase

. Trend/Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Pengambilan Data Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan
Periodik (bulanan) dengan ketersediaan data bergantung

pada ada atau tidak adanya pelaksanaan pengawasan.

Threshold/Ambang Kinerja
Sangat Baik >100%

Baik 90%-99%

Cukup 70% -89%

Kurang 50% - 69%
Sangat Kurang 0%-49%

°po o

Nilai hasil
evaluasi
penilaian
pendahuluan
zona integritas

. Definisi Operasional Indikator

Indikator kinerja ini mengukur nilai hasil evaluasi
pendahuluan zona integritas yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

. Formula Perhitungan

Formula perhitungan nilai hasil evaluasi penilaian
pendahuluan zona integritas berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah.

Wakil Ketua

Laporan Hasil
Evaluasi
Penilaian
Pendahuluan
Zona
Integritas
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. Satuan yang Digunakan
Nilai
. Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
. Periode Pengambilan Data Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan
Satu kali setiap tahun
Threshold/Ambang Kinerja
Nilai Total >75 (WBK) ; >85 (WBBM)
2 | Meningkatnya | Persentase . Definisi Operasional Indikator Sekretaris E-Kinerja
transparansi peningkatan Indikator kinerja ini mengukur produktivitas ASN di
pengelolaan produktivitas Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Produktivitas kinerja
SDM, SDM yang diukur adalah pegawai yang berpredikat kinerja

Keuangan, dan
Aset

Kinerja SDM

triwulan Sangat Baik dan Baik berdasarkan Permenpan
Nomor 6 Tahun 2022.

. Formula Perhitungan

Jumlah ASN yang berpredikat kinerja tahunan Sangat Baik dan Baik
Jumlah ASN di lingkungan Pengadilan Agama ....

x100%

. Satuan yang Digunakan

Persentase

. Trend/Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)
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. Periode Pengambilan Data Frekuensi

Pemantauan/Pelaporan
Periodik (setiap triwulan) berdasarkan data yang diperoleh
dari aplikasi e-kinerja

Threshold/Ambang Kinerja
Sangat Baik >100%

Baik 90%-99%

Cukup 70% -89%

Kurang 50% - 69%
Sangat Kurang 0%-49%

oo o

Nilai Kinerja
Anggaran

. Definisi Operasional Indikator

Indikator kinerja ini mengukur rata-rata nilai kinerja
anggaran satker Pengadilan Agama ..... pada DIPA 01 dan
DIPA 04. Nilai Kinerja Anggaran dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

. Formula Perhitungan

1. Formula perhitungan nilai kinerja anggaran berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
yang merupakan hasil penjumlahan dari :

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas
perencanaan anggaran; dan

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas
pelaksanaan anggaran

2. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari hasil penjumlahan
50% (lima puluh persen) nilai kinerja anggaran DIPA 01
dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja anggaran DIPA
04.

Sekretaris

Aplikasi smart
DJA




NO KINERJA INDIKATOR PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER
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. Satuan yang Digunakan
Nilai
. Trend/Polaritas
Positif (semakin tinggi semakin baik)
. Periode Pengambilan Data Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan
Periodik (setiap bulan)
Threshold/Ambang Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran
dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh
persen) termasuk dalam kategori sangat baik;
b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80% (delapan puluh
persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)
termasuk dalam kategori baik;
c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60% (enam puluh
persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)
termasuk dalam kategori cukup;
d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk
dalam kategori kurang; dan
e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50% (lima puluh
persen) termasuk dalam kategori sangat kurang,
Nilai a. Definisi Operasional Indikator Panitera Laporan Hasil
Akuntabilitas Nilai akuntabilitas kinerja mengukur hasil evaluasi Penilaian
Kinerja akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama .......... yang AKuntabilitas
dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada Kinerja
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tahun berjalan. Nilai akuntabilitas yang dikeluarkan oleh
merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun
sebelumnya.

. Formula Perhitungan

Formula perhitungan nilai akuntabilitas kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88
tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

. Satuan yang Digunakan

Nilai

. Trend/Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

. Periode Pengambilan Data Frekuensi

Pemantauan/Pelaporan
Periodik (setiap tahun)

Threshold/Ambang Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri nomor 88 tahun 2021 dikategorikan

menjadi:

a. “AA” Sangat Memuaskan, apabila nilai akuntabilitas
kinerja > 95-100;

b. “A” Memuaskan, apabila nilai akuntabilitas kinerja > 80 -
90;

c. “BB” Sangat Baik, apabila nilai akuntabilitas kinerja > 70
- 80;

d. “B” Baik, apabila nilai akuntabilitas kinerja > 60 - 70;

e. “CC” Cukup, apabila nilai akuntabilitas kinerja > 50 - 60;




NO KINERJA INDIKATOR PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER
UTAMA KINERJA JAWAB DATA
f. “C” Kurang, apabila nilai akuntabilitas kinerja > 30 - 50;
g. “D” Sangat kurang, apabila nilai akuntabilitas kinerja >
0 - 30.
Nilai a. Definisi Operasional Indikator Sekretaris Laporan

Pengelolaan Aset

Indikator kinerja ini merupakan hasil perhitungan rata-rata
persentase jumlah BMN dalam keadaan baik, persentase
jumlah BMN yang telah penetapan status penggunaan, dan
persentase jumlah laporan bmn dan RKBMN yang

disampaikan tepat waktu.

b. Formula Perhitungan

Nilai BMN dalam keadaan baik + Nilai BMN telah PSP + Nilai laporan BUN & RKBMN

3

Catatan :

1. Nilai BMN dalam Keadaan baik dihitung dengan formula :

Jumlah BMN dalam keadaan Baik
Jumlah total BMUN

x100%

2. Nilai BMN yang telah PSP dihitung dengan formula:

Jumlah BMN yang sudah PSP
Jumlah total BMN

x100%

3. Nilai laporan BMN dan RKBMN dihitung dengan formula:

Jumlah laporan BMN dan RKBMN yang disampaikan tepat waktu x 100%
Total laporan BMN dan RKBMN 0

RKMBN dan
Laporan BMN
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. Satuan yang Digunakan

Nilai

. Trend/Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

. Periode Pengambilan Data

Pemantauan/Pelaporan
Periodik (setiap bulan)

Threshold/Ambang Kinerja
Sangat Baik >100%
Baik 90%-99%

Cukup 70% -89%
Kurang 50% - 69%
Sangat Kurang 0%-49%

o po o

Frekuensi

KETUA PENGADILAN AGAMA




